DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ace Suryadi dan HAR Tilaar. (1993). Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung:
Remaja Rosdakarya.

Agustino, Leo. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Bandung:
Alfabeta

Ardyati, R., Cahyanti, T., & Ikrimah, A. (2022). Implementation Child Identity
Cards (KIA) in Order to Fulfill the Rights of Children’s Identity in Sleman
Regency. In Ist International Conference on Demographics and Civil-
registration (INCODEC 2021). Atlantis Press.

Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik;, Teori Dan Proses, Jakarta: PT. Buku
Kita. Diana

Keban, T. Yeremias. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik,
Konsep,. Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.

Manan, Bagir. (2004). Hukum Positif Tata Hukum Indonesia. FH UIl PRESS:
Jogjakarta

Merilee S Grindle. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World.
Princeton University Press, New Jersey.

Moleong, Lexy J. (2016). Penelitian Pendidikan Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Nugroho D, Riant. (2012). Public Policy. Jakarta: Gramedia.

Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Pasolong, Harbani. (2012). Teori Administrasi Publik.. Yogyakarta: Alfabeta.
Pasolong, Harbani. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung:
Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. Bandung:
Aflabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:
PT Alfabet.

194



Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis (Rev.ed). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Jurnal

Arifin, Noormila Faujiah, M.Z. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas
Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota
Samarinda. eJournal Administrasi Publik, Vol. 9(2).

Fernandes, Sesario dan Serly Wulandari. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu
Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok.
Jurnal Media Birokrasi, Vol. 2(2)

Hardjanto , Untung Sri. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota
Semarang. Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2.

Richafinsani dan Erwin Musdah. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas
Anak di Kota Makasar. Konferensi Nasional [lmu Administrasi.

Rohman, Nur, dkk. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Identitas Anak di
Kabupaten Purwakarta. Jurnal I[lmiah [lmu Administrasi Negara, Vol. 8(1)

Sulastini. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kabupaten
Lombok Timur. JURIDICA, Vol. 2(2).

Sutanto, H. P., & Putra, I. R. A. S. Organizational Contribution, Interpretation, and
Application in Implementation of the Child Identity Card (KIA) Policy.
Jurnal Bina Praja, Vol. 13(1).

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung — Puslit
KP2W Lemlit Unpad.

Thoha, Miftah, (2014). Kepemimpinan dan Manajemen. Divisi Buku Perguruan.

Tumbel, G. H., Siwij, D. S., Rantung, M. L., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023).
Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and
Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. In
Unima International Conference on Social Sciences and Humanities
(UNICSSH 2022). Atlantis Press.

Utomo, Sad Dian. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan,
dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, Otonomi

195



Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta : Penerbit Divisi Kajian Demokrasi
Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

Widodo. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.

Skripsi

Kasriati. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.

Randan, Jenica. (2022). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) di
Kabupaten Mimika (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Mimika).

Peraturan

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
(KIA).

Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016
Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.

196



